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Abstract.

Professional zakat represents a contemporary form of zakat imposed on
income derived from skills and modern professions. This research aims to
analyze the position of professional zakat from the perspective of ushul figh
and its impact on economic justice and wealth distribution. The research
method employs a qualitative approach with normative-juridical analysis
through literature study and document analysis. The results show that
professional zakat has a strong legal foundation in ushul figh through giyas
and maslahah approaches. The implementation of professional zakat proves
effective in reducing economic inequality, improving wealth distribution,
and strengthening social solidarity. This research recommends optimizing
the professional zakat management system through more comprehensive
regulation and sustainable community education.

Keywords: professional zakat, economic justice, ushul figh, wealth
distribution, maslahah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual
dan sosial ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Dalam
konteks perkembangan ekonomi modern, konsep zakat mengalami evolusi yang
signifikan seiring dengan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari
agraris tradisional menuju ekonomi industri dan jasa (Al-Qaradawi, 2019).
Perubahan ini melahirkan berbagai profesi baru yang tidak secara eksplisit
disebutkan dalam nash-nash klasik tentang zakat, sehingga memerlukan ijtihad
dan pengembangan hukum Islam yang komprehensif.

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan bentuk zakat
kontemporer yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari
keahlian, profesi, atau pekerjaan tertentu seperti dokter, insinyur, pengacara,
konsultan, dan berbagai profesi modern lainnya (Dahlan, 2020). Konsep ini
muncul sebagai respons terhadap realitas sosial ekonomi modern di mana
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sebagian besar kekayaan masyarakat tidak lagi berasal dari sektor pertanian atau
perdagangan tradisional, melainkan dari sektor jasa dan profesi yang
memerlukan keahlian khusus.

Pentingnya kajian tentang zakat profesi tidak dapat dipisahkan dari
konteks ketimpangan ekonomi yang semakin menguat dalam masyarakat
modern. Data statistik menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok
berpenghasilan tinggi dan rendah terus melebar, khususnya dalam masyarakat
yang mengalami transformasi ekonomi pesat (Beik & Arsyianti, 2021). Dalam
konteks ini, zakat profesi memiliki potensi strategis sebagai instrumen
redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan dan memperkuat
keadilan sosial ekonomi.

Dari perspektif ushul figh, kedudukan zakat profesi menjadi kajian yang
menarik karena melibatkan berbagai metode istinbath hukum seperti qiyas,
istihsan, maslahah, dan sadd al-dzari'ah (Syarifuddin, 2018). Para ulama
kontemporer telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam menetapkan
hukum zakat profesi, mulai dari pendekatan yang sangat literal hingga
pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan
umum dan keadilan sosial.

Kajian tentang dampak sosial zakat profesi juga menjadi aspek penting
yang perlu dieksplorasi secara mendalam. Berbagai penelitian empiris
menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi yang efektif dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kohesi sosial
(Suprayitno et al., 2019). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan
dalam implementasi zakat profesi, baik dari aspek pemahaman hukum, sistem
pengelolaan, maupun kesadaran masyarakat.

Distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat profesi juga memiliki
implikasi ekonomi makro yang perlu dikaji secara komprehensif. Konsep
distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk pemerataan
ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan
berkelanjutan (Sadeq, 2020). Dalam konteks ini, zakat profesi dapat menjadi
instrumen yang efektif untuk menciptakan sirkulasi kekayaan yang sehat dan
mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kedudukan zakat profesi dalam perspektif ushul figh,
mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari implementasi zakat profesi,
serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi zakat profesi sebagai
instrumen keadilan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem zakat yang lebih
efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
penelitian normatif-yuridis yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan
hukum zakat profesi dalam perspektif ushul figh serta dampaknya terhadap
keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena
sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengkaji fenomena hukum Islam
dan implementasinya dalam konteks sosial ekonomi contemporary (Creswell,
2021). Metode normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis aspek-aspek
hukum Islam yang berkaitan dengan zakat profesi melalui kajian terhadap
sumber-sumber primer dan sekunder dalam literatur figh dan ushul figh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research) dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk
memberikan gambaran komprehensif tentang konsep zakat profesi dan
implementasinya dalam konteks keadilan ekonomi. Data primer penelitian ini
berupa nash-nash al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan zakat, serta
pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang zakat profesi
(Rahman, 2019). Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan
zakat profesi dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik
penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap
sumber-sumber primer dalam khazanah keilmuan Islam, seperti kitab-kitab figh
klasik, tafsir, dan hadis, serta sumber-sumber sekunder berupa penelitian-
penelitian kontemporer tentang zakat profesi (Sugiyono, 2020). Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan data dari lembaga-lembaga pengelola zakat
untuk memperoleh gambaran empiris tentang implementasi zakat profesi dalam
masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi
(content analysis) dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna
dan implikasi dari teks-teks yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan
kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu landasan ushul
figh zakat profesi, dampak sosial ekonomi, dan aspek distribusi kekayaan
(Miles et al., 2020). Setiap kategori data kemudian dianalisis secara mendalam
untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan implikasi yang relevan
dengan tujuan penelitian.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber
dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan perspektif yang
berbeda. Proses triangulasi dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan
penelitian melalui multiple sources dan cross-checking antara sumber primer
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dan sekunder (Patton, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik
member checking dengan mengkonsultasikan hasil analisis kepada pakar
hukum Islam dan ekonomi syariah untuk memastikan akurasi dan kredibilitas
temuan penelitian.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih
menekankan pada aspek normatif-teoretis dibandingkan dengan studi empiris
lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap mengintegrasikan data
empiris dari berbagai sumber sekunder untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif tentang implementasi zakat profesi dalam praktik (Yin, 2020).
Keterbatasan lainnya adalah cakupan geografis penelitian yang lebih fokus pada
konteks Indonesia, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-
hati untuk konteks negara atau masyarakat Muslim lainnya.

Ethical considerations dalam penelitian ini meliputi keakuratan dalam
mengutip sumber-sumber, objektivitas dalam analisis, dan komitmen untuk
menyajikan temuan penelitian secara jujur dan berimbang. Penelitian ini juga
berkomitmen untuk menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama dan
tidak memaksakan satu pandangan tertentu sebagai kebenaran mutlak
(Christians & Denzin, 2021). Prinsip-prinsip etika penelitian ini dijaga
konsisten sepanjang proses penelitian untuk memastikan integritas dan
kredibilitas hasil penelitian yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Ushul Figh Zakat Profesi

Zakat profesi dalam perspektif ushul figh memiliki landasan yang kuat
melalui berbagai metode istinbath hukum yang dikembangkan oleh para ulama.
Metode giyas menjadi salah satu pendekatan utama dalam menetapkan hukum
zakat profesi dengan menganalogikan penghasilan profesi dengan zakat
perdagangan atau zakat emas dan perak (Al-Zuhayli, 2018). Para ulama
berpendapat bahwa penghasilan dari profesi memiliki karakteristik yang sama
dengan harta perdagangan, yaitu diperoleh melalui usaha dan memiliki potensi
untuk berkembang, sehingga dapat dikenakan zakat dengan nishab dan kadar
yang sama dengan zakat perdagangan.

Pendekatan maslahah juga menjadi dasar yang fundamental dalam
penetapan hukum zakat profesi. Konsep maslahah dalam ushul figh
menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan penolakan kemudharatan
untuk kemaslahatan umat (Kamali, 2019). Implementasi zakat profesi sejalan
dengan prinsip maslahah karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan melalui redistribusi kekayaan dari kelompok berpenghasilan
tinggi kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan maqashid
syariah yang bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga
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keturunan (hifz al-nasl) melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan sosial.

Metode istihsan juga digunakan oleh sebagian ulama dalam menetapkan
hukum zakat profesi dengan mempertimbangkan kondisi khusus dan kebutuhan
masyarakat modern. Istihsan dalam konteks zakat profesi berarti meninggalkan
ketentuan umum yang kaku dan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel
untuk mencapai tujuan syariah yang lebih besar (Hallag, 2020). Para ulama
yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa zakat profesi dapat
dibayarkan setiap bulan ketika menerima gaji, berbeda dengan zakat harta
lainnya yang dibayarkan setiap tahun, dengan pertimbangan kemudahan bagi
muzakki dan optimalisasi manfaat bagi mustahiq.

Prinsip sadd al-dzari'ah juga relevan dalam konteks zakat profesi sebagai
upaya untuk menutup jalan menuju kemudharatan berupa kesenjangan ekonomi
yang semakin melebar. Implementasi zakat profesi dapat mencegah terjadinya
akumulasi kekayaan yang berlebihan pada kelompok profesional
berpenghasilan tinggi dan sekaligus menyediakan sumber dana untuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu (Opwis, 2021). Pendekatan
ini sejalan dengan filosofi dasar zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi
dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Dampak Sosial Implementasi Zakat Profesi

Implementasi zakat profesi memberikan dampak sosial yang signifikan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak yang paling langsung
adalah peningkatan solidaritas sosial dan penguatan ikatan emosional antara
kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat
kurang mampu (Hasan, 2020). Zakat profesi menciptakan kesadaran sosial di
kalangan profesional bahwa kesuksesan mereka tidak terpisah dari kondisi
masyarakat secara keseluruhan, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam
program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Penguatan kohesi sosial menjadi dampak positif lainnya dari
implementasi zakat profesi yang efektif. Melalui mekanisme zakat profesi,
tercipta sistem saling ketergantungan yang positif antara berbagai lapisan
masyarakat, di mana kelompok profesional berpenghasilan tinggi berkontribusi
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu (Kahf, 2019). Hal
ini dapat mengurangi potensi konflik sosial yang sering terjadi akibat
kesenjangan ekonomi dan menciptakan harmoni sosial yang lebih stabil dan
berkelanjutan dalam masyarakat.

Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi dimensi penting dari dampak
sosial zakat profesi. Dana zakat profesi yang terkumpul dapat digunakan untuk
berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan,

440



Jurnal Multilingual Vol. 5, No. 1 (2025)
ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)

bantuan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah
(UMKM) (Shirazi, 2020). Program-program ini tidak hanya memberikan
bantuan sementara, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi jangka
panjang bagi para mustahiq, sehingga dapat mengubah status mereka dari
penerima zakat menjadi pembayar zakat dalam jangka waktu tertentu.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat juga menjadi
dampak sosial yang signifikan dari implementasi zakat profesi. Dana zakat
profesi dapat dialokasikan untuk program beasiswa pendidikan, pembangunan
fasilitas pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan program-program sosial
lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan
(Ahmed, 2021). Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan melalui dana
zakat profesi dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan bagi
pembangunan sosial ekonomi jangka panjang.

Zakat Profesi dan Distribusi Kekayaan

Zakat profesi memiliki peran strategis dalam menciptakan distribusi
kekayaan yang lebih adil dan merata dalam masyarakat. Mekanisme redistribusi
melalui zakat profesi bekerja dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari
kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok masyarakat yang
membutuhkan, sehingga dapat mengurangi konsentrasi kekayaan dan
memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi (Sadeq, 2019). Sistem ini
sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan
distributif dan menolak sistem ekonomi yang memungkinkan akumulasi
kekayaan berlebihan pada sekelompok kecil masyarakat.

Efektivitas zakat profesi dalam distribusi kekayaan dapat diukur melalui
berbagai indikator ekonomi seperti koefisien Gini, tingkat kemiskinan, dan
indeks pembangunan manusia. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan
bahwa implementasi zakat profesi yang optimal dapat menurunkan koefisien
Gini secara signifikan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan (Beik & Arsyianti, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa
zakat profesi bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga merupakan kebijakan
ekonomi yang efektif untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

Aspek temporal dalam distribusi kekayaan melalui zakat profesi juga
memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dengan zakat harta lainnya yang
dibayarkan secara tahunan, zakat profesi dapat dibayarkan secara bulanan
bersamaan dengan penerimaan gaji atau penghasilan profesi (Kahf, 2020).
Sistem pembayaran yang lebih frequent ini dapat menciptakan aliran dana yang
lebih stabil dan konsisten untuk program-program pemberdayaan masyarakat,
sehingga meningkatkan efektivitas distribusi kekayaan dan dampak sosial
ekonomi yang dihasilkan.
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Inovasi dalam mekanisme distribusi zakat profesi juga berkembang
seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan modern. Implementasi
sistem digital dalam pengelolaan zakat profesi dapat meningkatkan efisiensi
distribusi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat (Razak
etal., 2021). Sistem ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih
efektif terhadap dampak program-program distribusi zakat profesi, sehingga
dapat dilakukan perbaikan dan optimalisasi secara berkelanjutan untuk
mencapai tujuan distribusi kekayaan yang lebih adil dan efektif.

Tantangan dan Peluang Optimalisasi Zakat Profesi

Implementasi zakat profesi dalam praktik menghadapi berbagai tantangan
yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensinya sebagai instrumen
keadilan ekonomi. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat profesi, khususnya di
kalangan profesional muda yang belum memiliki pemahaman mendalam
tentang konsep-konsep zakat dalam Islam (Aziz, 2020). Hal ini disebabkan oleh
minimnya edukasi dan sosialisasi tentang zakat profesi dalam kurikulum
pendidikan Islam formal maupun program-program dakwah di masyarakat.

Tantangan regulasi dan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan
dalam optimalisasi zakat profesi. Belum adanya regulasi yang komprehensif
dan harmonisasi antara berbagai peraturan terkait zakat profesi di berbagai
tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan
implementasi (Firdaus et al., 2021). Selain itu, kapasitas kelembagaan
pengelola zakat yang masih terbatas dalam hal sumber daya manusia, teknologi,
dan sistem manajemen juga menjadi kendala dalam pengelolaan zakat profesi
yang efektif dan profesional.

Peluang optimalisasi zakat profesi dapat direalisasikan melalui berbagai
strategi inovatif dan pendekatan yang terintegrasi. Pengembangan sistem
teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan
zakat profesi, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga
monitoring dan evaluasi (Hassan, 2019). Integrasi sistem zakat profesi dengan
sistem penggajian perusahaan dan instansi pemerintah dapat mempermudah
proses pembayaran zakat dan meningkatkan tingkat compliance para muzakki
profesi.

Kolaborasi strategis antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem zakat profesi yang
lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kemitraan ini dapat meliputi program
edukasi publik, pengembangan regulasi yang supportif, inovasi produk dan
layanan zakat, serta implementasi program-program pemberdayaan yang
terintegrasi (Mohsin et al., 2020). Melalui pendekatan kolaboratif ini, potensi
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zakat profesi sebagai instrumen keadilan ekonomi dapat dioptimalkan secara
maksimal untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini
menyimpulkan bahwa zakat profesi memiliki landasan ushul figh yang kuat
melalui berbagai metode istinbath hukum seperti qiyas, maslahah, istihsan, dan
sadd al-dzari'ah. Kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis dan sejalan dengan magqashid
syariah dalam menciptakan keadilan sosial ekonomi. Implementasi zakat
profesi terbukti memberikan dampak sosial yang signifikan dalam
meningkatkan  solidaritas  sosial, memperkuat kohesi masyarakat,
memberdayakan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta
kesehatan masyarakat.

Zakat profesi sebagai instrumen distribusi kekayaan menunjukkan
efektivitas yang tinggi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan
menciptakan pemerataan yang lebih adil. Mekanisme redistribusi melalui zakat
profesi dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan bagi
pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Inovasi dalam sistem pengelolaan
dan distribusi zakat profesi, termasuk pemanfaatan teknologi digital, dapat
meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk
mencapai tujuan keadilan ekonomi yang optimal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, zakat
profesi memiliki peluang besar untuk dioptimalkan melalui strategi yang
terintegrasi dan kolaboratif. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas
kelembagaan, edukasi masyarakat, dan inovasi teknologi merupakan kunci
sukses dalam mengoptimalkan potensi zakat profesi sebagai instrumen keadilan
ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada pemerintah untuk
mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi tentang
zakat profesi, termasuk harmonisasi peraturan di berbagai tingkatan
pemerintahan dan penyediaan insentif bagi muzakki zakat profesi. Lembaga
pengelola zakat perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui
pengembangan sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan inovasi
produk layanan zakat yang lebih atraktif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Institusi pendidikan Islam disarankan untuk mengintegrasikan materi
zakat profesi dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat
profesi. Kerjasama antara lembaga pengelola zakat dengan sektor swasta,
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khususnya perusahaan dan instansi yang mempekerjakan banyak profesional,
perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi pembayaran zakat profesi melalui
sistem payroll yang terintegrasi.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji aspek-aspek
implementasi zakat profesi dalam konteks yang lebih spesifik, seperti studi
komparatif implementasi zakat profesi di berbagai negara Muslim, analisis
dampak ekonomi makro dari zakat profesi, dan pengembangan model-model
inovatif dalam pengelolaan dan distribusi zakat profesi yang sesuai dengan
karakteristik masyarakat modern.
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